
 
 
 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI KARO 
NOMOR 04 TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KARO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARO,  

 
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Perangkat Daerah,dapatdibentuk Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pada DinasDaerah dan Badan Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karo dengan membentuk Peraturan 
Bupati; 

  b. Bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah 
memperoleh Rekomendasi tertulis dari Gubernur Sumatera 
Utara sesuai melalui surat Nomor 061/227 Tanggal 10 
Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karo; 

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
DaerahPada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karo; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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  4. Undang-undang… 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6073); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03): 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

5. BupatiadalahBupatiKaro. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan 

DewanPerwakilan DaerahKabupaten yangpenyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah. 
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7. Urusan... 
 
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah 
Urursan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 
potensi yang dimiliki Daerah. 

9. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

10. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknis penunjang tertentupada Dinas atau Badan Daerah. 

12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.  

14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap 
jenjang dan jenis pendidikan; 

15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi; 

16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; 

17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN UPTD 

Pasal 2 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah dan Badan 
Daerah. 

(2) UPTD pada Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. DinasPerindustriandanPerdagangan: UPTD Meterologi Legal; 
b. DinasPekerjaanumumdanPenataanRuang: UPTD Workshop; 
c. DinasKetenagakerjaandanKoperasi Usaha Kecil Menengah: UPTD 

BalaiLatihanKerjaNegara; 
d. DinasPerikanan:UPTD BalaiBenihdanIkanLokalSinggamanik; 
e. DinasPertanian: 

1. UPTD PembibitanTernakdanHijauanPakanTernak. 
2. UPTD PembenihanTanamanPangan, Hortikultura. 
3. UPTD PUSKESWANsebanyak 2 (dua) zona Wilayah antara lain : 

a) UPTD PUSKESWAN Wilayah I meliputi Wilayah Tigapanah, Kabanjahe, 
Berastagi, Dolat Rayat, Merek, Barusjahe,Tiganderket, Simpang 
empat,Payung, Kutabuluh, Merdeka dan Naman teran. 
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b) UPTD PUSKESWAN Wilayah II meliputi Wilayah Kecamatan Lau 
baleng,Mardingding, Tigabinanga, Juhar dan Munte. 

4. UPTD… 
 

4. UPTD PengembangandanPemberdayaanPertanian6 (enam)zona wilayah 
yakni : 
a) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah I meliputi 

wilayah Kecamatan Kabanjahe, Namanteran dan Simpang empat; 
b) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah II meliputi 

wilayah Kecamatan Tiga panah, Barusjahe dan Merek 
c) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah III meliputi 

wilayah Kecamatan Berastagi, Merdeka dan Dolat Rayat  
d) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah IV meliputi 

wilayah Kecamatan Tiganderket, Kuta buluh, dan Payung   
e) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah V meliputi 

wilayah Kecamatan Tiga Binanga, Juhar dan Munte 
f) UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian wilayah VI meliputi 

wilayah Kecamatan Lau Baleng dan Mardingding  
 

f. BadanPengelolaanKeuangan, PendapatandanAsetDerah:UPTD Pajak Daerah; 
 

g. DinasPerhubungan: 
1. UPTD Terminal. 
2. UPTD PengujianKendaraanBermotor. 

 
Pasal 3 

 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPTD dibidang 
pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten. 

(2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
berbentuk satuan pendidikanformal dan satuan pendidikan nonformal. 

(3) Perubahan UPTD Dinas Pendidikan yang merupakan unit kerja struktural 
menjadi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 4 

 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPTD dibidang 
kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Puskesmas sebagai unit 
organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 

(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah 
Kabupaten yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang 
diberikan tugas tambahan. 

(3) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang diangkat dari pejabat 
fungsional Tenaga Kesehatanyang diberikan tugas tambahan. 

(4) Perubahan UPTD Dinas Kesehatan yang merupakan unit kerja struktural 
menjadi Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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BAB III… 
 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 5 
 

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada kepala Dinas atau kepala Badan Daerah sesuaidengan bidang Urusan 
Pemerintahan yang diselenggarakan. 

(2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Karo. 
 

Bagian Kedua 
Tugas 
Pasal 6 

 
(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat 
pelaksanaan dari organisasi induknya yang ada prinsipnya tidak bersifat 
pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan 
kebijakan daerah.  

(2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja 
UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam 
daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya. 
 

Bagian Ketiga 
Fungsi 
Pasal 7 

 
UPT dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 
b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di 

lingkungan kerjanya; 
c. Pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan/wilayah 

oprasionalnnya; 
d. Pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan; 
e. Pelaksanaan pelayanan teknis funsional dan/atau teknis operasional; 
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; 
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 
 
(1) Susunan organisasi UPTD kelas A , terdiri atas: 

a. Kepala; 
b. Subbagian tata usaha; dan 
c. Kelompok jabatan fungsional. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a.  UPTD Meterologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
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b. UPTD Balai Latihan Kerja Negara pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi 
Usaha Kecil Menegah; 

c. UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik pada Dinas Perikanan; 
d. UPTD Pembibitan... 

d.  UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pada Dinas Pertanian 
e. UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian 
f. UPTD Puskeswan Pada Dinas Pertanian 
g. UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Pada Dinas Pertanian 
h. UPTD Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah  
i. UPTD Pengujian Kenderaan Bermotor pada Dinas Perhubungan 
 

(3) Susunan organisasi UPTD kelas B, terdiri atas: 
a. Kepala dan 
b. Kelompok jabatan fungsional 

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. UPTD Workshop pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
b. UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan  
 

(5) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kedua 
Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Pasal 9 
 

(1) Kepala UPT bertugas : 
a. Mengorganisasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan 

menyelenggarakan seluruh UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi 
UPT; 

b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT; 
c. Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan 

program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan 
UPT; 

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada 
Kepala Dinas/ Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada Bupati setiap 
6 (enam) bulan sekali. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas/Kepala Badan 
Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala 
Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkah-langkah dantindakan 
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas: 
a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah 

tangga/perlengkapandan kepegawaian; 
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran 

belanja UPT; 
c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan 

pelaksanaan program kerjadan penyusunan statistik dan dokumentasi di 
lingkungan UPT; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan 
bidang tugasnya; dan 

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang 
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalambidang tugasnya. 

 
Pasal 10 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, ditetapkan olehKepala Dinas Daerah atau Kepala Badan Daerah. 

 
BAB V… 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 11 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 
ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai 
dengan prosedur ketentuan yang berlaku. 

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk 

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB VI 

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 
Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

Pasal 12 
 
(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan 
yang ditangani. 

 
BAGIAN KEDUA 

JABATAN 
Pasal 13 

 
(1) Kepala UPTD Kelas A adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan 

pengawas; 
(2) Kepala UPTD kelas B dan kepalasubbagian pada UPTD kelas A adalah Jabatan 

struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas. 
 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal 14 
 

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan 
masing-masing. 

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 
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(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

 
 

BAB VIII… 
BAB VIII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 15 
 

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTDdibebankan pada APBD masing-
masing Perangkat Daerahdan/atau sumber lain yang sahdan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 16 

 
(1) Hak-hak keuangan,Jabatan dan Oprasional UPTD yang diperoleh berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku, sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati 
ini dinyatakan masih berlaku. 

(2) Jabatan Pengawas yang melekat pada seluruh UPTD sebelum diberlakukannya 
Peraturan Bupati ini dialihkan menjadi pejabat Pelaksana pada Perangkat 
Daerah yang membawahi UPTD tersebut. 

(3) Jabatan Pengawas Kepala Puskesmas pada UPTD PUSKESMAS sebelum 
diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dialihkan menjadi Pejabat Fungsional  
pada Dinas Kesehatan dengan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas 
nonstruktural, sebelum ditetapkannya pejabat depenitif. 

 
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala peraturan yang bertentangan 
dengan peraturan inidicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 18 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 
 

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal    
  

BUPATI KARO, 
 
 
 

TERKELIN BRAHMANA 
 
Diundangkan di Kabanjahe 
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 
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KAMPERAS TERKELIN PURBA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR… 

LAMPIRAN   
PERATURAN BUPATI KARO 
NOMOR   
TENTANG   
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KARO. 
 

 
 
I. STRUKTUR ORGANISASIUPTDKELAS A PADA DINAS DAERAH DAN 

BADAN DAERAH KABUPATEN KARO  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL DAN 

FUNSIONAL LAINNYA    
 

 
 
 
I. STRUKTUR ORGANISASI UPTDKELAS B PADA DINAS DAERAH DAN 

BADAN DAERAH KABUPATEN KARO 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL DAN 

FUNSIONAL LAINNYA    
 

 
 

BUPATI KARO, 
 

KEPALA UPT  

KEPALA 
URUSAN TATA 

USAHA 

KEPALA UPT  
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TERKELIN BRAHMANA 


